SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu
dikedepankan dalam proses penyelengaraan Pemerintahan
Daerah guna menciptakan pemerintah yang profesional,
efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu didukung dengan pendayagunaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan
terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Dairi;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi




dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214), sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021
tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik
Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi - Nomor 59 tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang dipimpin
oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Dairi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut SPBE
Dairi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE Dairi.

Pengguna SPBE Dairi adalah instansi pusat, pemerintah daerah,
pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku
usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Dairi.
Tata Kelola SPBE Dairi adalah kerangka kerja yang memastikan
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam
penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
secara terpadu.

Manajemen SPBE Dairi adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE Dairi yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
Layanan SPBE Dairi adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi dan yang memiliki nilai manfaat.
Rencana Induk SPBE Dairi adalah dokumen perencanaan
pembangunan SPBE Dairi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Arsitektur SPBE Dairi adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Dairi
untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Dairi adalah
dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan
dan pelaksanaan SPBE Dairi yang terintegrasi.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan
saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPBE Dairi.
Pusat Data Pemerintah Kabupaten Dairi adalah fasilitas yang
digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen
terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kabupaten Dairi.
Evaluasi SPBE Dairi adalah suatu proses penilaian dengan
metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Dairi
terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Dairi.
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Evaluator SPBE Dairi adalah seseorang atau sekelompok orang
atau Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi atas
pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Interoperabilitas Data Pemerintah Kabupaten Dairi adalah
koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem
elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah
Kabupaten Dairi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau
Layanan SPBE Dairi.

Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Dairi adalah jaringan
tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Dairi
adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE Dairi.

Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang dibangun dan
dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang bersifat sama,
standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi.

Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memenubhi
kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah

Kabupaten Dairi.

.Keamanan SPBE Dairi adalah pengendalian keamanan SPBE

Dairi secara terpadu.

Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin
informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak
yang memiliki otoritas.

Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan
informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh
pihak pengirim maupun penerima.

Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah
perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau
organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi,
informasi dan komunikasi.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,
orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat
digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa



kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
26. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan

domain utama.

BAB 11
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
a. efektivitas;

b. keterpaduan;

c. kesinambungan;

d. efisiensi;

e. akuntabilitas;

f. interoperabilitas; dan
g. keamanan.

(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE Dairi yang berhasil guna sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung
SPBE Dairi.

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan keberlanjutan SPBE Dairi secara terencana,
bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE Dairi yang tepat guna.

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE
Dairi.

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan



antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data,
informasi, atau Layanan SPBE Dairi.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan

kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan SPBE Dairi adalah agar terwujudnya
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan
menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang

berkinerja tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan SPBE Dairi adalah untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

tata kelola SPBE Dairi;

manajemen SPBE Dairi;

audit teknologi informasi dan komunikasi;
penyelenggara SPBE Dairi;

sumber daya manusia SPBE Dairi;

pembinaan dan pengawasan SPBE Dairi; dan

@ ™o o0 gop

pemantauan dan Evaluasi SPBE Dairi.



BAB IV
TATA KELOLA SPBE DAIRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Tata Kelola SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur
SPBE Dairi secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Rencana Induk SPBE Dairi;

b. Arsitektur SPBE Dairi;

c. Peta Rencana SPBE Dairi;

d. Rencana dan anggaran SPBE Dairi;

Proses Bisnis;

o

Data dan Informasi;
Infrastruktur SPBE Dairi;
Aplikasi SPBE Dairi;
Keamanan SPBE Dairi; dan
j- Layanan SPBE Dairi.
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Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Dairi

Pasal 7

(1) Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam
mencapai SPBE Dairi yang terpadu dan berkesinambungan.

(2) Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Dairi;
b. arah kebijakan SPBE Dairi;

c. strategi SPBE Dairi;

d. arsitektur SPBE Dairi; dan

e. peta rencana strategis SPBE Dairi.



(3)

Rencana Induk SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perumusan Rencana Induk SPBE Dairi dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berpedoman

pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 9

Rencana Induk SPBE Dairi dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun
sekali atau berdasarkan:
a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk

SPBE Dairi; dan/atau
b. perubahan kebijakan strategis Dairi.
Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Dairi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Tim Asesor Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Dairi

Pasal 10
Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Dairi, data dan
informasi, infrastruktur SPBE Dairi, aplikasi SPBE Dairi, dan
Keamanan SPBE Dairi untuk menghasilkan Layanan SPBE Dairi
yang terpadu.
Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. referensi arsitektur; dan

b. domain arsitektur.



(3)

(4)

Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang
digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain
arsitektur.

Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri atas:

a. domain arsitektur proses bisnis;

b. domain arsitektur data dan informasi;

c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Dairi;
d. domain arsitektur aplikasi SPBE Dairi;

e. domain arsitektur keamanan SPBE Dairi; dan
f. domain arsitektur layanan SPBE Dairi.

Pasal 11

Arsitektur SPBE Dairi disusun oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi

dan Komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12

Arsitektur SPBE Dairi dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali

dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.

Peninjauan Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi;

c. perubahan pada unsur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
dan/atau

d. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Peninjauan Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

Hasil peninjauan Arsitektur SPBE Dairi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Dairi

Pasal 13

(1) Peta Rencana SPBE Dairi disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Dairi

dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan

penerapan SPBE Dairi.

(2) Peta Rencana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. tata kelola SPBE Dairi;

b. manajemen SPBE Dairi;

c. layanan SPBE Dairi;

d. infrastruktur SPBE Dairi;

e. aplikasi SPBE Dairi;

f. keamanan SPBE Dairi; dan

g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Peta Rencana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf c¢ disusun oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi dengan berpedoman pada Peta

Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Dairi, dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah.
(4) Peta Rencana SPBE Dairi dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:

a.
b.
c.
d.

perubahan Peta Rencana SPBE Dairi;
perubahan rencana strategis Dairi;
perubahan Arsitektur SPBE Dairi; dan/atau

hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Dairi.

(5) Reviu Rencana SPBE Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE Dairi

Pasal 14

(1) Rencana dan anggaran SPBE Dairi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk

inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Dairi.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Dairi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan
dan Keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di di Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Dairi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan
dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah
dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Dairi dan Peta
Rencana SPBE Dairi.

Bagian Keenam

Proses Bisnis SPBE Dairi

Pasal 15
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan
data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Dairi,
Keamanan SPBE Dairi, dan Layanan SPBE Dairi.
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16
Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan
di bidang aparatur negara.
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan mempertimbangkan integrasi antar:
a. Proses Bisnis SPBE Dairi;
b. Aplikasi SPBE Dairi; dan
c. Layanan SPBE Dairi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 17
Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dan/atau yang
diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas
keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan
data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenubhi kriteria:
a. berdasarkan standar data dan informasi;
b. berbagi pakai data dan informasi;
c. mudah diakses; dan

selaras dengan Arsitektur SPBE Dairi.

Pasal 18

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengintegrasikan

data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan
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